
 
 

 
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

 NOMOR 13 TAHUN 2026  

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG 

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa kepala sekolah yang memiliki kompetensi 
sosial, berkepribadian, dan profesional sebagai 
pemimpin dan pengelola satuan pendidikan formal 
berperan penting dalam menghasilkan out put yang 

berkualitas sebagai upaya mewujudkan tujuan 
pendidikan berupa sumber daya manusia yag lebih 

baik dan berkualitas; 

b. bahwa upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang 
memiliki kompetensi sosial, berkepribadian, dan 
profesional dilakukan dengan pemberian tugas kepada 

guru sebagai kepala sekolah melalui mekanisme 
pengusulan, seleksi, dan pelatihan bakal calon kepala 

sekolah sesuai kebutuhan; 

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri 
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang 

telah mengatur penugasan guru sebagai kepala 
sekolah pengusulan, seleksi, dan pelatihan bakal calon 

kepala sekolah, maka Peraturan Bupati Nomor 41 
Tahun 2023 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala 
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal 

dipandang tidak sesuai perkembangan sehingga perlu 
dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang 

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
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Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–
Undang 1950 Nomor  12, 13, 14, dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6058); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN 

GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL. 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penugasan 
Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2023 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
 

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, guru 
aparatur sipil negara yang sedang menjalani penugasan 

sebagai kepala sekolah, tetap melanjutkan tugasnya sampai 
periode penugasan sebagai kepala sekolah berakhir. 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatananya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 24 April 2026 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

DYAH KARTIKA PERMANASARI 
          

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 24 April 2026 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL 

 

Cap ttd 
 

AGUS DWI LESTARI 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 14 

 


